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INTISARI 

 

Judul penelitian ini adalah “DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA 

PENGGELAPAN BARANG DALAM HUBUNGAN KERJA”. Rumusan 

masalah yaitu “Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana 

penggelapan barang, Bagaiamana bentuk tindak pidana penggelapan barang 

dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku dan Apa akibat hukum dari 

tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja”. Sedangkan Tujuan 

penelitian ini yaitu Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak 

pidana penggelapan barang, Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penggelapan 

barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku dan Untuk mengetahui 

akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan 

kerja. 

Adapun jenis penelitian normatif dan Sifat dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat “Deskriptif” dimana penulis akan gambarkan, uraikan, 

dan jelaskan dalam penelitian ini adalah Faktor penyebab, bentuk dan akibat 

hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja. Dengan 

menggunakan Variabel Bebas yaitu Faktor Penyebab, Bentuk Dan Akibat Bagi 

Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja. dan Variabel 

Terikat yaitu Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penggelapan Barang Dalam 

Hubungan Kerja. Jenis bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum 

primer, sekunder, tersier melalui studi kepustakaan dan dokumen putusan yang 

dianalisis secara kualitatif dengan meguraikan data secara bermutu. Untuk 

penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan 

mengkaji kasus-kasus pada putusan yang diteliti, dimana Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara 

Tindak Pidana Penggelapan Barang Dalam Hubungan Kerja dan Dakwaan dengan 

menggunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan. 

Adapun Hasil penelitian penulis yaitu Faktor penyebab pelaku melakukan 

tindak pidana penggelapan penguasaan barang yaitu Faktor Ekonomi dan Faktor 

Kepercayaan Yang Berlebihan. Kemudian Bentuk tindak pidana penggelapan 

barang dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh pelaku yaitu Terdakwa 

menggelapkan uang setoran rokok, Terdakwa sebagai nakhoda kapal menjual 

cumi, Terdakwa sebagai nakhoda kapal menukar minyak solar bekas kapal, 

Terdakwa membawa pulang uang hasil penjualan pertamax yang seharusnya 

disetor pada brangkas SPBU, Terdakwa melakukan transaksi langsung dengan 

konsumen tanpa melalui kantor, Terdakwa tidak memasukan semua minyak ke 

dalam bak pengepul, dan Terdakwa menahan minyak yang lain untuk dijual. Dan 

Akibat hukum dari tindak pidana penggelapan barang dalam hubungan kerja yaitu 

Menetapkan terdakwa ditahan, Menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa dan 

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara. 

Adapun kesimpulan penelitian penulis yaitu faktor penyebab tindak pidana 
penggelapan yaitu faktor ekonomi dan faktor kepercayaan yang berlebihan. 

Bentuk tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa menggelapkan uang setoran 

rokok, terdakwa menjual cumi, terdakwa menukar minyak solar kapal, terdakwa 



membawa pulang uang hasil penjualan pertamax, terdakwa melakukan transaksi 

lansung dengan konsumen tanpa melalui kantor, terdakwa tidak memasukan 

semua minyak kedalam bak pengepul, dan terdakwa menahan minyak yang lain 

untuk dijual. Akibat hukum dari tindak pidana penggelapan yaitu Menetapkan 

terdakwa ditahan, Menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa, serta 

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara.  

Saran penelitian penulis ialah untuk pihak perusahaan hendaknya lebih 

selektif lagi dalam memberikan kepercayaan penuh atau kewenangan terhdap 

karyawan dalam pekerjaan dan hendaknya pihak perusahaan untuk melakukan 

audit keyangan perusahaan secara berkala agar seluruh kegiatan mengenai 

keuangan dapat terkontrol dengan baik, dan agar para penegak hukum dapat 

menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan 

tanpa melupakan hal-hal yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa 

dalam penjatuhan sanksi, sehingga tercipta keadilan bagi terdakwa dan 

masyarakat. 
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